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BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TEN GAH

Lk PERATURAN DAERAI—I KABUPA’I‘EN KARANGANYAR ,‘ |
AR NOMORSTAHUN 2019 R :

. _TENTANG S

PERUBAHAN KEDUA A’I‘AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1
BUPATI KARANGANYAR

'Menirrllbén‘g _‘ _‘: a bahwa dengan elah dlundangkannya Peraturan»f_“

| IR Menten Dalam- Negerl Nomor 67 Tahun 2017 tentang'.;.* |
Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen v'
Nomor 83 Tahun 201"3 Lentang Pengangkatan dan:'." '
Pemberhenuan Perangkat Desa, - rnaka Peraturan

" 'Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 ’I‘ahun:f,

' 2015 tentang Perangkat Desa, _sebagalmana telah‘_:_'.

- dlubah dengan Peraturan Daerah K’lbupateni" |

S Karanganyar _»:No_m'o'r 10+ Tahun 2016 tentang
Perubahan dtas | Peraturan - Daerah- Kabupatcnb: A

Karanganyar Nomor 16 T ahun 2015 tentang Perangkatv' .
Desa perlu dlubah | EEA o o
b ‘bahwa bcrdasarkah' pcrumbangan Sebagéimana“'
o dlmaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Pcratura.n'“; ‘
. ,'Daerah tentang ‘Perubahan ° Kedua atas Peraturan;_;_ e

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 ’I‘ahun
| i 2015 tentang Perangkat Dcsa I
‘AMe}n’g-in'ga_tv' : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara_
o -'Repubhk Indonesia 'I‘ahun 1945; _» e
2, Undang-Undang Nornor ]3 Tahun, 1950 ‘tcritangf
vPembentukan 1 Daerah dacrah Kabupaten ‘fdalarri_m,

. Llngkungan Provmm .:Iiawa ,Tc’ngah, o



- 3. Uﬁdang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (Lembarati Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik

Indonesia Nomor 5495);'

. Un:dang-Uhdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lefnbaran .Negaré. Republikaln‘donesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
déﬁgan Uhdang-Unaang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan -Kedué. atas ‘Undang-Undang‘
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarén Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor}5679); | B

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pefaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lerhbaran NegaravRepubllvi‘k :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lerhbarah Negara‘Repliblik» Indonesia ‘Nomor 5539},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
teﬁtang Perubah‘an Kedua ataé_ Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun >2014' tentang Pératuran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 -
tentang Desa (Lembardn Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2015 tentang Pcrangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupatén Karanganyar Tahun 2015 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan 'D»aerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 10 Tahun 2016 tentang" Perubahan atas

Pefaturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daerah  Kabupaten Karanganyar Tahun 2016



Karanganyar Nomor 62)

R Dengan PersetUJuan Bersama - - o
 “ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
o dan

MEMUTUSKAN

L Menetapkan {]:: PERATURAN DAERAH TEN’I‘ANG PERUBAHAN KEDUAV -

NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

Pasal I

o ..»Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten |

3 ’  : ‘Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun'.' -
L '7",:_«2015 Nomor 16 Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten -

s "Karanganya , Nomor 41) sebagalmana telah dlubahv;

3 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten o

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN K.ARANGANYAR B

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat_i

o : dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar R

' »Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 62}, ‘
R dlubah sebagau berlkut e S |
: s 1 Ketentuan Pasal 1 dlubah sehmgga berbunyl Sebagal .
o SR ,. Pdel I |
N | Dalam Peraturan Daerah 1m yang dlmaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

s memlmpm pelaksanaan urusan Pemermtahan yang
- 'menjadl kewenangan Daerah otonom ' '

'v.t3._ {Pemermtahan Daerah adalah penyelenggaraanv"f

| Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan B |
. :vv_jDaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 ‘_
v: x-,tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten'fff_':'--v_ o

v Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10’» Tambahan"""""/ .

2 Pernerlntah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur_f el T

: ‘penyelenggara Pemermtahan | Daerah _ yang:f

:i:—'urusan Pemermtahan oleh Pemermtah Daerah dan

) ;-_Dewan ', Perwakxlan Rakyat - Daerah yangv.b

'{_"menyelenggal”akan urusan Pemenntahan menurut '



asas otonomi dan tugas pembantuan = dengan

- prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan -

prinsip F‘_:Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana. dimaksud dalam U}ndang-Undang

Dasar Negara chubiik Indonesia Tahun 1945,

. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar.

Kecamatan adalah bagian w11ayah dam Daerahv

Kabupaten yang dlplmpm oleh Camat

. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupatt

melalul bekretarls Daerah.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

- memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

| tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

| peniéfintahan’ Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraqn urusan

Pemerintahan dan » kepentlngan masyarakat '

bsetempat dalam sistem Pemerintahan Negara

10.

11

12.

Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

Perangkat Desa ,Sebagai unsur penyclenggara‘
Pemerintahan Desa. vv o | |
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang |
ﬁnem'punyai‘vsfewenang, tugais, dan kewajiban untuk =
menyelenggarakan ‘rumah  tangga Desanya dan
melaksanakan tuvgas' 'dé.ri Pemerintah  dan

Pemerintah Daerah.

. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu B

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, N
dan unsur pendukung tu‘gés Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang d»iwadahiv dalam
bentuk péla_kséna teknis dan :unsur ﬁkewilayahan. |
Sekfetariat‘Desa adalah unsur Perangkat Desa yang‘

dipir_nlﬁin oleh Sekretaris Desa dibantu olch unsur



13.

14.

staf Sékretatiat' yang bertugas me'mban‘t‘u Kepala
Desa dalam bidang adm»ifhistrasi_ Pemerin’éahan.‘

Badan Permusyawaratan Desa yang ,selanjutnya‘
diSingkell't BPD adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari  penduduk  Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. |

Musyawa-rah Desa adlalah musyawarah antara BPD,

Pénierintah '_ Desa, dan unsur masyarakat yang

dlselenggarakan oleh BPD untuk menyepakatl hal

' yang bersifat strategis.

15.

16.

Keputusan Kepala Desa adalah penetépan yan‘g
bersifat konkrit, individual, dan final yang
ditandatangahi oleh Kepala Desa. |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

vselan_]utnya dlslngkat APBDesa adalah rencana

17.

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara' Indonesia
yéhg memenuhi syarat} tertentﬁ, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Ncgara secara tetap oleh

pejabat pembma kepegdwalan untuk mcnduduk1

| jabatan pemermtahan

18.
19.

Hari adalah adalah hari kerja.

Put_u»sanb HPe’hgadilan ~adalah pernyataan hakim

v yéng diucapkan' dalam sidang 'pengadilan' terbuka,

- 20.

- 21,

22

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum

Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bu‘kti"
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindék'
pidana. - o |
Terdakwa adalah  seorang tersangka yang

dit_uritut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

. Terpidana  adalah  seorang yang dipidana

o b'érdasarkan’ 'putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.



A

. Ketentuan Pasal 9 dlubah sehmgga bcrbunyl %cbagal

berikut:
. v Pasal 9

(1) Penjarihgan Bakal Calon Pérangkat Desa dilakukan
melalu1 seleksi adm1mstra31 oleh Parutla Pcnglslan

Perangkdt Desa.

(2) Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan proses penyaringan melalu1 |
seleksi. ' - o

(3) Ketentuan lebih l_anjut | mengénai tata cara
penjaringan dan ~ penyaringan sebeigaifnana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlatur dalam

‘Peraturan Bupan

. Ketentuan huruf e Pasal 14 diubah, sehingga berburiyi

‘sebagai berikut:

: ~ Pasal 14
Perangkat Desa dllarang

~ a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri
Sel’ldll‘l, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;

C.'menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau
kewajlbannya v

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu,

e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya -dllakukan sehingga
meresahkan sekelompdk masyarakat Desa dan bégi

~ kepala Dusun mengaklbatkan kehilangan dukungan
sebag1an besar warganya;

f. melakukan kolusi, - korupsi, dan ncpoti%me
'menerxma uang, barang, dan/atau jasa dari plhak

~lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;



g. menjadi pengurus pa‘ftai politik; |

h.menjadi anggota dan/atau -pengurus organisasi
terlarang; , o |

i. meraﬂrigkap jabatan sebagai »ketvua dan/atau 'an‘ggota
BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan ‘Daerah Republik |

| " Indonesia,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewaﬁ Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan
dalam Pefatuta;x Perundang-undangan; | |

j. ikut Sé;ta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala
Daerah; | o o o

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selarha 60 (enam puluh} hari
kerja berturut- turut tanpa alasan yang jelas dan

tldak dapat dlpertanggung}awabkan

4. Ketentuan Pasal 15 dlubah sehmgga berbunyl sebagal

benkut v
- Pasal 15

(1) Perangkat ‘Desa yang tidak melaksanakan
keWajiban dan melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14,
dikenakan sanksi ~administratif berupa:
a. teguran,; ,
- b. pcrihgatan tertuliS'
c. pcmberhentxan scmentara, dan
d. pemberhentlan sebagal Perangkat Desa.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, diberikan oleh chala Desa secara 11san dengan

d1adm1mstras1kan



(3) Permgatan tertuhs sebagaxmana dlmaksud pada_z“{'}."’.va‘ '

' ayat (1) huruf b, dﬂakukan dengan tahapan sebagal_"»f o

benkut

‘a. perlngatan pertama

b apabﬂa dalarn _]angka waktu pahng lama 15 (hma :

o belas) Har1 tcrhltung eejak tanggal pcmbenan:

. permg,atan pertama Pcrangkat Desa belum dapat- o

‘::ﬂvmenyelesalkan permasalahannya, maka Kepala'"b '

’f-.Desa memberlkan permgatan tertuhs keduaﬂ-" .

- dengan tembusan BPD

S ] '.;:c.__f‘apabﬂa daiam _]angka Waktu pahng lama 15 (hma

__;}.J,belas) Harx terhltung sejak tanggal pemberlan'_f;. !

- fpermgatan kedua sebagaxmana dlmak%ud pada: B

B -\huruf b Perangkat Desa, belum dapat*."'

“ ::*f,‘:menyelesaxkan permasalahannya, maka Kepala ’b

I -:Dcsa memberlkan permgatan | tertuhs ketlga-:';' S

| ""’,_*:dengan tembusan Camat dan’ Bupan dx%ertall

f"permohonan untuk dllakukan a Iasmtasf
'penyelesalan permasalahan pelaksanaan tugas,.fv

e Perangkat Dcsa

oo d. .Bupatl setelah menerlma tembusan sebagalmana' S

bdlmaksud pada huruf c, memermtahkan T1m
Fasilitasi Penyelesa1an ‘ Permasalahan
’:-:’:':Penyelenggaraan Pemermtahan Desa melakukan
'klarlflkasx kepada Perangkat " Desa - yang- '
, bersangkutan S

c,;hasﬂ klarlﬁkasz sébégéiﬁiana dlmaksud vpada_ o

.',_'-:‘huruf d d15ampa1kan kepada Bupéti vdan

B .f"::selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa S

""f"i”untuk d1t1ndaklan3ut1 dan ‘ T S
f ."‘apablla berdasarkan ‘hasil klarlﬁka31 tcrbuktlw »

o ;terdapat pelanggaran oleh Perangkat De%a maka

Kepala Dcsa atas rckomendasz laporan hasﬂv

';‘klamﬁkash dapat memberhentlkan Perangkatv

Desa yang bersangkutan
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5. Ketentuan Pasal 16 dxubah sehmgga berbunyx sebaga1 |
berikut:

* : ' ‘ ' Ppasal 16
| (lj:KepaIa» Desa memberhentikan perangkat Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat. |
(2) Perangkat Desa berhenti, karena:

a. meninggal dunia;.

S b permmtaan sendiri; dan ,

c. diberhentikan.
(3) Perangkat Desa | diberhéntikan sebagaimana
~dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun |
| ‘b. dmyatakan sebagai 'I‘_erpldana yang diancam
dengan pidana penjara péling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan ‘Putusan Pengadllan yang
' telah- mempunyai kekuatan hukum tetap, | |
- C. berhalangan tetap; - | |
: d. tidak' lagi memenuhi persyaratan | sebagai
. }perangkat Desa; dan | '
| e melanggar larangan %cbagal Perangkat Desa.
' (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

ditetapkan oleh Kepala Desa dan disampaikan

! ~ kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari

~ terhitung setelah ditetapkan.
(5) Pemberhentlan Perangkat Desa sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) huruf c, dlkonsultamkani_
terleblh dahulu kepada Camat.
(6) Camat sebagaimana dlmaksud pada ayat (S5) -
memberikan rekomendasi secara tertulis dengan- |
| berdasarkan' pada persyaratan pemberhentian

Perangkat Desa



o D_ihapu's." o
| Dihapu’s;}i_ﬂ T

6. KetentuanPasal 7t st bt

sebaga1 benkut

Pasal 17

" v‘(l) Perangkat Desa dlberhentlkan ) sementara oleh‘ : o

Kepala Desa setelah bcrkonsulta31 dengan Camat

'(2) Pemberhentlan sementara Perangkat ’ Desa"' o

.fsebagalmana dlmaksud pada ayat (1) karena

L a}.' dxtetapkan sebaga1 Tersangka dalam tmdak'

‘pldana korup31 terorlsme, v makar dan/ atau .
: vtmdak pldana terhadap keamanan negara '

;F'b."dmyatakan sebagau Terdakwa yang dlancarnv -

dengan pldana penjara pahng smgkat 5 (hma)v '

~ ‘tahun - berdasarkan I‘CngtCI‘ perkara ‘, dl';'_-
| "H‘Vi:*:ipengftdllan o . o
i C ",,tertangkap tangan dan d1tahan dan | |
h d-."]‘_melanggar larangan sebagal Perangkat Desa
‘:"i»"“v.yang dlatur sesuai dengan ketentuan peraturan_;_: |

: perundang- undangan

(3) Perangkat Desa yang dlberhentlkan sementaraif_.":?& C
o Sebagalmana dzmaksud pada ayat (2) huruf a, huruf‘ o |
b dan huruf c dlputus 'bebas atau tldak terbuktr -

B bersalah berdasarkan Putusan Pengadllan yang

o v!telah memperoleh » kekuatan " hukum ._ Fetapy

o dlkembahkan kepada jabatan semula

o 7 Ketentuan Pasal 18 dlhapus

' Pasal 18: E

8 Ketentuan Pasal 19 d1hapus L

Pasai 19 N

9 Kctentuan Pasal 20 dlhapus

o Pasal 20



10.Ketentuan ”Pasal 21 dihapus.

11,

Pasal 21
Dihapus.

Ketentuan Pasal 21A diubah, schingga berbunyi
sebagai berikut: | ‘ ’

v Pasal 21A

(1) Dalam hal térjadi kékosongan jabatan | Perangkat
Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong
dllaksanakan oleh pelaksana tugas yang dlrangkap
olch Perangkat Desa lain. ‘

(2) Pelaksana tugas sebagalmana dxmaksud pada ayat
(1) ﬁdltet’apkan oleh  Kepala Desa dengcm surat .
perintah tugas yang - tcmbusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7
' (tujlih) Hari terhitung sejak tanggal pcﬁugasan.

(3) Péngisian jabatan Perangkat Desa yang kosong
pal‘ing‘ lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
Péféngkat Desa yang bcrsangkutan berhenti. |

(4) Pengisian jabatan Peréngkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dllakukan dengan
cara:

- a. »mutasiv jabatan antar Pefangkat* Desa di

lingkungari' Pemerintah Desé; atau |
b. penjarmgan dan penyarmgan calon Perangkat
Desa

~ (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagalmana
dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan
Camat. R

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Bupatl



- 12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai -

berikut: |
, » v Pasal 23 |
(1) Kepala chsab_dapat melaksanakan mutasi jabatan
- antarv, Pcrarigkat Desa dengan tujuan efcktifitas,

efisiensi, penyegafan organisasi, pembinaan; dan

- untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan

| pemerintahan dan pembangljnan Desa, serta
peningkatan pelayanan masyarakat.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan ‘dengan  cara mutasi jabatan antar
Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.

(3)Kepala Desa dapat melaksanakan ‘mutasi -
» sebagalmana d1maksud pada ayat (2) setelah

o mendapatkan rekomendasi Camat.

(4) Ketentuan ' lebih lanjut  mengenai  mutasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam‘»

- Peraturan Bupau »

13. Di antara BAB VIl dan BAB VIII disisipkan 1 (satu)
BAB yakni BAB VIIA schingga berbunyi sebagai
berikut:
| | BAB VIIA
PENANGANAN PERMASALAHAN PERANGKAT DESA

Pasal 23B ,

(1) Dalam hal terjadl permasalahan mcngcncu Perangkat
Desa, Bupati dapat menunjuk Tim Fasilitasi
PényeleSaian - Permasalahan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa untuk melakukan penanganan
permasalahan Perangkat Desa.

(2) Tim sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat
mcrekomendasﬂ{an tindak lanjut penyelesaxan' '"
‘permasalahan Perangkat Desa berupa pembcerhentian
atau pengenaan pemberian san‘ksi lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



e

ek fSUTARNo o | |
‘_ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8
' NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o

g 7"(3) Ketentuan leblh lanjut mengcnax tata cara penanganan' ST

permasalahan Perangkat Desa sebagalmana d;maksud_ o

pada ayat (]) dlatur dalam Pcraturan Bupat1 |

Pasal II

L Per:atufan -Darérah' in mula: berlaku v pada té‘hgg‘al S

© diundangkan.

Agai‘ a se‘tia'p orang mengetahumya, v iriemerintahkah' o
: ) i pengundangan Peraturan jj Daerah "ini . dengaﬂﬁ",
o penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten. ,

lszaranganyar o o ;.' L

Ditetapkan di Karanganyar

 pada tanggal 2‘3_>Mei 2019

. BUPATI KARANGANYAR,

© JULIYATMONO

o : _D1undangkan dl Karanganyar
' - pada tanggal 31 Mel 2019 :
o »P_] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o ':‘PROVINSI JAWA TENGAH (8 12@/2019)

IR Salinan’ sesuai dengan aslinya = . .

' SEKRETARIAT DAERAH

. jKABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagla{lj ukum _94

NIP 1975(1{311 19?903 1 009 P

vt



R L L T

I

II.

’ UMUM

Pasal I

PENJELASAN
, ATAS"', o
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR .
| ' NOMOR 8 TAHUN 2019 R
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

Dengan dlundangkannya Peraturan Menterl Dalam Negerl

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

) Pemberhentlan Pcrangkat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam
'Pe)raturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16: Tahun 2015
v tchtang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

_Déerah Kabupaten Karanganyar: Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pérubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangahyar_Nomor 16
Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang bértehtangan dengan
ketentuari dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. '

Sehubungan‘ dengan hal tersebut, ~ guna kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah
Kabupaten K‘aranganyar‘mengen'ai Perangkat Desa perlu diubah dan

disesuaikan dengan ketentuan peraturan pe_rundangmndangan;
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
P Cukup Jelas; ,
Pasal 9 , v
- Cukup Jelas.
‘Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
| Cukup jelas.
, Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
'Cukup jelas.



L ,:ﬁ"‘;"v-“‘Pasal 20

v Pasal 18 .
L Cukup Jelas; ,f
?-';i;}'Pasal 9
S Cukupjelas-:vguv

R Cukupjelas.: L
e Pasal 21

Cukup Jelas.f’ -
R 'Pasal 21A |

Ayat (1)

Yang d dlmaksud ”Dalam hal terjadi kekos'onganf

o tersedla adalah tugas Perangkat Desa yang kosong? |
| ‘dapat dlrangkap oleh Perangkat Desa darl semua‘
E -,’p09131 _]abatan Perangkat Desa ’ :
Ayat (2) | |
. Cukup Jelas
~ Ayat(3] h IR
Cukup _]elas
Ayat @) o

Hurufa L S S
j";: Yang dlmaksud : “rhutaéi' - jabatan'v : antaf .
o perangkat Desa dl hngkungan pemerintah .

Desa adalah penglslan Jabatan Perangkatf»_

:. bersangkutan
Hurufb |
o Cukup Jelas
Ayat (S) o
- Cukupjelas o
Ayat (@) R
Cukup_]elas BN
Pasal 23 o
' Cukup _]elas o
Pasal 23B o
S Cukup ~1elas

o jabatan Perangkat Desa, maka tugaS Perangkatv.. -
".”'v:-Desa yang kosong dﬂaksanakan oleh pelaksana

R tugas yang dlrangkap Oleh Perangkat Desa lain yang o

__ Desa melalm mutasi Jabatan antar perangkat '

- _Desa d1 llngkungan Pemerlntah Dcsa yang o
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- Pasalll
Cukup jelas.
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